PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu
penyelenggaraan penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi,
dan perubahan nomenklatur perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan di Daerah, perlu didukung adanya Perangkat
Daerah yang efektif dan efisien;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi
kelembagaan perangkat daerah dan untuk mewujudkan
efisiensi dan  penyederhanaan  birokrasi serta
kemudahan pelaksanaan tugas, perlu dilakukan
pembentukan baru, penggabungan dan pengurangan
Perangkat Daerah;

c. bahwa dalam rangka penyesuaian Perangkat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten yang melaksanakan
fungsi penunjang penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan

perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam
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Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman,
Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan
Inovasi Daerah, dan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat
Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
Bidang Kesehatan perlu disesuaikan;

d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor S Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, perlu
diubah kembali untuk memperkuat efektivitas tugas
dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah, dan Dinas Kesehatan Daerah
sehingga perlu diubah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah
Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten
Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes
(Lembaran daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022
Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten

Brebes Nomor 6;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES.

Pasal I
Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran
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Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten

Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes
Nomor 2022) diubah sebagai berikut:

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan

sebagai berikut :

a.
b.

C.

Kab.Br

Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;

Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;

Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;

Dinas Daerah terdiri dari :

1.

ebes

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tipe A menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan
bidang Kepemudaan dan Olahraga;

Dinas Kesehatan Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan bidang Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum tipe B menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub
Urusan Air Minum, Sub Urusan Persampahan, Sub Urusan Air
Limbah, Sub Urusan Drainase, Sub Urusan Permukiman, Sub
Urusan Bangunan Gedung, Sub Urusan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya, Sub Urusan Jalan, dan Sub Urusan Jasa Konstruksi;
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang tipe B
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, dan Sub Urusan
Penataan Ruang;

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan bidang
Pertanahan;

Dinas Sosial tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang
Sosial;

Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan bidang Ketenteraman, dan Ketertiban Umum, serta
Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum, dan sub urusan Kebakaran;
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8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak serta Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;

10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;

11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

12.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
bidang Perhubungan;

13.Dinas Komunikasi, Informatika dan = Statistik tipe A
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan
Informatika, Urusan Pemerintahan bidang Statistik dan Urusan
Pemerintahan bidang Persandian;

14.Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan tipe A
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha
Kecil, dan Menengah dan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan;

15.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan  Urusan
Pemerintahan bidang Tenaga Kerja;

16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal,

17.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan bidang Kebudayaan dan Urusan Pemerintahan bidang
Pariwisata;

18.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe A menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan bidang Kearsipan dan Urusan Pemerintahan bidang
Perpustakaan;

19.Dinas Perikanan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
bidang Kelautan dan Perikanan;

20.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Tanaman
Pangan, Perkebunan, Hortikultura dan Urusan Pemerintahan bidang
Pangan;

21.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunalkan sertifikat elektronik yang di
terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

ebes



Urusan Pemerintahan bidang Pertanian sub wurusan bidang
Peternakan.
e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian
serta Pendidikan dan Pelatihan;

2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A
melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan fungsi
penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan
fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah;

4. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang
bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah;

5. Badan Kesatuan Bangsa dan  Politik, Intensitas Besar
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa
dan politik.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman, dan Ketertiban Umum,
serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Bencana.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes,
pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN Ttd
BREBES IWANUDDIN ISKANDAR
Ttd
Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T Mengetahui
Pembina Utama Madya A/n Sekretaris Dearah
NIP. 19650903 198903 1 010 Asisten Pemerintahan dan Kesra
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES u.b Kepala Bagian Hukum
NOMOR 5 TAHUN 2024 Setda Kabupaten Brebes
Ttd
Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH
NIP.19820625 200904 1 005
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA TENGAH:
(5-166/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES

[I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi
Daerah, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat
Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

Penyesuaian Perangkat Daerah tersebut dilaksanakan dalam rangka
memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah,
sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Brebes perlu disesuaikan.

II. PASAL PER PASAL
Pasal I

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas
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